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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 149/Pdt.G/2016/PA Jpr.

مم محِي رر من ِال ححْم رر مه ِال رل مم ِال حس مب
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Jayapura  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  perdata  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis   telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sahlan Ingratubun, S.H. bin Muhammad Taha Ingratubun, umur 47 tahun,

agama  Islam, pendidikan terakhir S-1 (Hukum), pekerjaan

Dosen Umel Mandiri Jayapura, bertempat kediaman di Jalan

Raya  Abepura,  Kelurahan  Vim,  Kota  Jayapura,  sebagai

Pemohon;

melawan

Buyuti  Bugis  binti  Abubakar  Bugis,  umur  45  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat  kediaman  di  Lorong  Sayang,  Desa  Piditan,

Kecamtan Pulau Dullah Utara, Kota Tual,  Provinsi Maluku,

sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register

Nomor 149/Pdt.G/2016/PA  Jpr.  pada tanggal 12  April  2016,  Pemohon

mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.  bahwa Pemohon dan Termohon  adalah suami istri,  menikah secara

Islam pada tanggal 28 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

N/PW.07/07/1994 Tangga;  31  Maret  1994  yang  dikeluarkan  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah pada Kantor  Urusan Agama  Kecamatan Kei

Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku;
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2. bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  memnina  rumah

tangga dan tinggal di rumah pemohon di  Ambon, kemudian sejak bulan

Desember 2013 Pemohon pindah ke Jayapura tanpa Termohon;

3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang

bernama:

a. Suci Mayanti Ingratubun, perempuan, umur 22 tahun;

b. Ismit Abdullah Ingratubun, laki-laki (almarhum); 

c. Nuriah Ingratbun, perempuan, umur 17 tahun;

d. Rugaya Ingratubun, perempuan, umur 14 tahun;

4. bahwa  anak-anak  tersebut  di  bawah  pemeliharaan  Pemohon  dan

Termohon;

5. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia,

namun  pada  bulan  Juni  1999  Pemohon  dan  Termohon  mulai  tidak

harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Termohon  tidak  merasa  cukup  dengan  nafkah  yang  diberikan  oleh

Pemohon;

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

c. Termohon  suka  berkata  kasar  kepada  pemohon  dan  suka

menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga;

d. Termohon  meminta cerai setiap kali marah;

6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

memuncak  pada  bulan  Desember   2015  disebabkan  pemohon  tidak

tahan dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah,  tidak  bisa

menjaga lisan dan suka menceritakan aib rumah tangga di tempat umum

sehingga  Pemohon  merasa  malu  kepada  keluarga  dan  akhirnya

mengambil lankah untuk bercerai dengan Termohon;

7. bahwa Pemohon dan Termohon telah berisah tempat tinggal sejak bulan

Desember 2015 sampai sekarang. Sudah tidak ada komunikasi dan tidak

ada harapan akan hidup rukun kembali;
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8. bahwa  orang  tua/keluarga  sudah  tidak  mengharapkan  Pemohon  dan

Termohon hidup rukun kembali  sebagai suami-istri  sehingga Pemohon

tetap pada pendirian untuk bercerai. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut,  Pemohon memohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Jayapura c.q.  Majelis  Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini  agar  berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberiizin kepada Pemohon (Sahlan Ingratubun, S.H. bin Muhammad

Taha Ingratubun) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon

(Buyuti Bugis binti Abubakar Bugis) di depan sidang Pengadilan Agama

Jayapura.

3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya  (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang  yang  telah ditentukan,  Pemohon datang

menghadap  di  muka sidang,  sedangkan  Termohon  yang  telah  dipanggil

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah. 

Bahwa pada hari sidang tanggal 12 Mei 2016, Pemohon mohon agar

perkaranya dinyatakan dicabut   karena   telah berdamai  dan telah hidup

rukun kembali dengan  Termohon.

 Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita  acara sidang

dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang  bahwa  pada  hari  sidang  tanggal  12  Mei  2015  tanpa

hadirnya Termohon, Pemohon menyatakan telah berdamai dan telah hidup

rukun kembali  dengan Termohon sehingga perkaranya mohon dinyatakan

dicabut.

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila  telah terjadi  perdamaian dalam perkara

perceraian, maka perkara harus dicabut karena tidak ada akta perdamaian

dalam perkara perceraian.

Menimbang  bahwa  dengan  pertimbangan  sebagaimana  tersebut  di

atas,  maka  permohonan  Pemohon  agar  perkaranya  dinyatakan  dicabut

harus dikabulkan.

Menimbang  bahwa  meskipun  permohonan  Pemohon  dicabut,  oleh

karena perkara ini  telah didaftarkan dalam register  perkara dan termasuk

bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang    Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan  yang

berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

2. Menyatakan perkara Nomor 149/Pdt.G/2016/PA Jpr. dicabut.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi

bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah oleh  Drs. M. Tang, M.H.

sebagai KetuaMajelis,  Drs.  H. Nurul  Huda, S.H.,  M.H. dan Ismail  Suneth,

S.Ag., M.H.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim  tersebut,

dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I.  sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon  tanpa  hadirnya Termohon.

Hakim  Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
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           Ismail Suneth, S.Ag., M.H.                                  Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincianbiaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Proses/ATK : Rp  50.000,00

3. Panggilan : Rp210.000,00

4. Redaksi : Rp    5.000,00

5. Meterai : Rp        6.000,00

J u m l a h : Rp301.000,00
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